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 Pendaftaran hak milik atas tanah perorangan di dalam Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta dirasa masih kurang memadai, sedangkan masyarakat setiap waktu 
selalu menuntut pelayanan pubik yang berkualitas dari aparat pemerintah. Salah 
satunya dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah perorangan hak di Kantor 
Pertanahan, yang pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia  Nomor 1 Tahun 2010 dimana untuk proses pemberian hak milik atas 
tanah perorangan adalah 38 hari kerja, akan tetapi pada pelaksanaanya terdapat 
beberapa proses yang waktunya melebihi ketetapan tersebut dan ada pula yang 
hanya dalam jangka waktu yang sangat singkat yaitu 7 hari kerja.  
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, 
bersifat preskriptif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian deskriptif. 
Data yang di perlukan adalah data primer yang di peroleh dari peraturan 
perundang-undangan dan data sekunder melalui studi pustaka.  Data yang 
diperoleh dianalisis secara deduksi silogisme. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan pendaftaran hak 
milik atas tanah perorangan berdasarkan ketentuan jangka waktu pelayanan di 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta kurang sesuai dengan Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar 
Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Berdasarkan data yang didapat berkas 
permohonan pendaftaran mulai 1 Januari - 30 Juni 2017, hingga pada tanggal 30 
Oktober 2017, terdapat 15% proses pendaftaran yang belum terselesaikan. Dalam 
pendaftaran hak milik atas tanah perorangan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
yang melebihi ketentuan, tidak ada ketentuan pertanggungjawaban yang pasti 
karena dalam Standar Operating Procedure (SOP) tidak diatur mengenai sanksi 
sebagai suatu pertanggungjawaban pihak penyelenggara. Proses Pelayanan 
Pendaftaran hak milik atas tanah perorangan dapat dilakukan pengawasan oleh 
masyarakat yang dapat diajukan pengaduan kepada pihak Ombudman. Meski 
pada kenyataannya sampai saat ini belum pernah ada pengaduan mengenai 
ketidaksesuaian jangka waktu pelayanan pendaftaran di kantor Pertanahan Kota 
Surakarta kepada pihak Ombudsman. 
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Saran bagi pihak Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk lebih 
meningkatkan pelayanannya agar tercapainya tujuan dari negara Indonesia itu 
sendiri yaitu menjadi negara yang sejahtera serta mengadakan pembaharuan 
Standar Operating Procedure (SOP) sehingga mengatur lebih tegas dalam 
pemberian sanksi kepada pihak penyelenggara yang melanggar ketentuan jangka 
waktu proses Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Perorangan. 









































THE IMPLEMENTATION OF INDIVIDUAL LAND PROPRIETARY 
REGISTRATION SERVICE PERIOD STIPULATION IN LAND AFFAIRS 






Registration of individual land proprietary in Land Affairs Office of 
Surakarta is considered as inadequate, while the people always require high-
quality public service from the government apparatus every time. One of 
individual land proprietary registration process in Land Affairs Office is included 
in the Chairperson of Republic of Indonesia National Land Affairs Agency’s 
Regulation Number 1 of 2010 stating that the process of administering individual 
land proprietary is done within 38 workdays, but in its implementation some 
processes are done longer and some others very briefly, only within 7 weekdays.    
The approach method used was normative juridical one that was 
prescriptive in nature with statue and conceptual approaches. This study was a 
descriptive research. The data needed included primary one obtained from 
legislation and secondary one from library study. The data obtained were then 
analyzed using deductive syllogism.   
 From the result of research, it could be found that the implementation of 
individual land proprietary registration based on the service period stipulation in 
Surakarta Land Affairs Office has been less compatible to the Chairperson of 
Republic of Indonesia National Land Affairs Agency’s Regulation Number 1 of 
2010 about Standard Service and Land Affairs Regulation. Considering the data 
obtained, it could be found that out of registration application documents filed on 
January 1- June 30, 2017, 15% registration process had not been completed. In 
the individual land proprietary registration in Surakarta City’s Land Affairs 
Office exceeding the stipulation, no certain accountability stipulation was 
available because Standard Operating Procedure (SOP) did not govern the 
sanction as the organizer’s accountability. The individual land proprietary 
registration service process can be supervised by the members of community that 
can file complaint to Ombudsman. Nevertheless, until today there had been no 
complaint filed to the Ombudsman about the compatibility of registration service 
period in Surakarta City’s Land Affairs Office. 
Keyword : Public Service; Registration of individual land; Standard Operating 
Procedure; Ombudsman; 
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